Bupati Bombana Pimpin Forum
RKPD 2027, Fokus Penguatan
Produksi dan Industri Kreatif

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si memimpin
langsung Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bombana Tahun 2027 sebagai tahapan strategis dalam penyusunan
arah pembangunan daerah yang terarah dan partisipatif, yang digelar di Aula
Kantor Bappeda Bombana, Kamis (5/2/2025).

Forum tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli
Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta para camat lingkup Pemerintah
Kabupaten Bombana, dengan jumlah peserta sekitar 75 orang. Kegiatan ini
menjadi ruang diskusi awal untuk menghimpun masukan dan menyepakati
prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027
merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan
tahunan, sekaligus penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029.

“RKPD Tahun 2027 harus menjadi pedoman pembangunan yang terarah, terukur,
dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan daya saing daerah melalui
penguatan produksi unggulan dan industri kreatif berbasis potensi lokal,”
ujarnya.

[a menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD
dengan mengusung tema pembangunan “Transformasi Daerah melalui Penguatan
Hasil Produksi dan Industri Kreatif.” Tema ini dinilai relevan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam
menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan
tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah, tetapi juga
memerlukan dukungan berbagai pihak.
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“Diperlukan inovasi pembiayaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan
daerah, dukungan APBN dan APBD Provinsi, serta pelibatan sektor swasta
melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan reformasi birokrasi dan digitalisasi
perizinan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Langkah ini
diharapkan mampu menarik investor serta meningkatkan aktivitas ekonomi di
Kabupaten Bombana.

“Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, saya berharap
pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2027 dapat berjalan lebih optimal demi
terwujudnya Bombana yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bombana, Ir. Husrifnah Rahim, ST.,
M.Si menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini bertujuan untuk
menyepakati program dan kegiatan prioritas sebagai bahan penyempurnaan
rancangan awal RKPD Tahun 2027.

[a menjelaskan bahwa setelah forum ini, tahapan penyusunan RKPD akan
dilanjutkan melalui Musrenbang tingkat kecamatan, forum perangkat daerah,
hingga Musrenbang tingkat kabupaten sebagai tahap akhir penetapan.

Melalui forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana
semakin berkualitas, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat
secara nyata, sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah yang berdaya
saing.

Pemkab Kolut Dukung Penuh Arah
Pembangunan Sultra 2026

Kolaka Utara, sultranet.com - Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE.,
menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
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Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025-2029. Kegiatan
berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Forum strategis tahunan tersebut menjadi wadah penting untuk menyerap
aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan
pembangunan daerah yang lebih terarah dan inklusif. Acara ini dibuka secara
resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, didampingi Gubernur
Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, serta dihadiri para kepala daerah dan
perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sultra.

Dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” Musrenbang kali ini
menitikberatkan pada sinergi lintas sektor dan kolaborasi antardaerah dalam
menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan riil
di lapangan.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, dalam keterangannya menyatakan
dukungan penuh atas arah pembangunan Provinsi Sultra yang disampaikan dalam
forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Kolaka Utara siap bersinergi dan
berkontribusi aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi
kesejahteraan masyarakat.

“Kami di Kolaka Utara berkomitmen mendukung agenda pembangunan daerah
yang berkelanjutan, khususnya dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan
infrastruktur. Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk memastikan suara
masyarakat terakomodasi dalam rencana strategis pemerintah provinsi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan
Kehumasan Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menegaskan bahwa
kehadiran Wakil Bupati Kolaka Utara dalam Musrenbang bukan sekadar
representasi formal, namun juga wujud nyata dari komitmen daerah dalam
membangun komunikasi dan koordinasi lintas wilayah demi pembangunan yang
lebih merata.

“Ini bukan hanya soal perencanaan dokumen teknis, tetapi tentang bagaimana
kita membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami
berharap aspirasi dan masukan dari Kolaka Utara benar-benar menjadi bagian
dari arah pembangunan Sultra ke depan,” ungkap Syahlan.



Musrenbang Provinsi Sultra ini juga menjadi ruang konsultasi terbuka antara
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, serta unsur
masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha. Tujuannya adalah merumuskan
program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke
depan dengan pendekatan inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam sambutannya menekankan
pentingnya partisipasi aktif dari seluruh unsur pemerintah daerah. “RPJMD
adalah dokumen strategis yang harus dibangun dari bawah ke atas, dari aspirasi
rakyat hingga visi besar pemerintah pusat. Saya mengapresiasi antusiasme para
kepala daerah dalam forum ini,” ujarnya.
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Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk

Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa RPJMD
Sultra 2025-2029 akan menekankan pada pembangunan ekonomi berbasis
potensi daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan
layanan publik berbasis digital.



Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap agar seluruh masukan yang telah
disampaikan dalam Musrenbang ini bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang
konkrit dan program kerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Komitmen dan kolaborasi yang terbangun di forum ini diharapkan menjadi awal
dari arah pembangunan Sultra yang lebih merata dan berkeadilan.

Bombana Dorong Sinergi Program
Pangan Lewat Rakortekrenbang
Sultra 2025

Baubau, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan
komitmennya dalam pembangunan ketahanan pangan melalui partisipasi aktif
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dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang)
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagi
Mata, Kantor Wali Kota Baubau, pada 12 April 2025, dan dihadiri oleh perwakilan
dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam forum strategis ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan Ketahanan Pangan
Kabupaten Bombana, Herni, S.IP., menjadi salah satu peserta yang aktif
memberikan masukan. Ia menekankan pentingnya integrasi program ketahanan
pangan daerah dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional,
terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Partisipasi aktif dalam Rakortekrenbang ini sangat penting untuk memastikan
bahwa program ketahanan pangan di Kabupaten Bombana dapat selaras dengan
perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga upaya kita menjadi lebih
efektif dan terintegrasi,” ujar Herni di sela-sela kegiatan.

Rakortekrenbang Sultra 2025 digelar sebagai upaya membangun sinergi antara
pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam menentukan
arah kebijakan pembangunan, termasuk program prioritas yang akan didorong
bersama pada tahun mendatang.

Forum ini membahas berbagai sektor strategis, salah satunya adalah ketahanan
pangan yang kini menjadi perhatian besar di tengah ancaman krisis iklim,
ketersediaan lahan, dan fluktuasi harga bahan pangan. Pemerintah Kabupaten
Bombana melalui perwakilannya mendorong agar isu pangan tidak hanya dilihat
sebagai persoalan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan
jangka panjang yang berkelanjutan.

Herni menjelaskan bahwa tantangan ketahanan pangan di Bombana sangat
kompleks. Selain keterbatasan lahan produktif di beberapa kecamatan, faktor
cuaca ekstrem dan distribusi hasil pertanian yang belum merata turut
memengaruhi kestabilan pasokan pangan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor
dan dukungan dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan.

“Melalui forum ini, kita bisa menyampaikan aspirasi daerah dan memastikan
bahwa kebutuhan dan kondisi riil di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam
perumusan program pembangunan,” ujarnya.



Rakortekrenbang Sultra 2025 juga menekankan pentingnya pendekatan
perencanaan yang inklusif dan berbasis data. Pemerintah daerah didorong untuk
memperkuat sistem informasi pembangunan dan meningkatkan kapasitas SDM
perencana agar mampu merespons dinamika pembangunan yang semakin
kompleks.

Dalam forum tersebut, seluruh perwakilan kabupaten/kota diminta
mempresentasikan isu strategis di daerah masing-masing, termasuk capaian,
kendala, serta rencana intervensi yang akan dilakukan. Hasil dari
Rakortekrenbang ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Rakortekrenbang ini dapat
menjadi jembatan koordinasi yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang
responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah
penguatan sektor pangan sebagai fondasi kemandirian ekonomi daerah.

Dengan keterlibatan aktif perangkat daerah seperti dari Kabupaten Bombana,
Rakortekrenbang tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga ruang
aktualisasi ide, evaluasi program, dan perencanaan konkret menuju Sultra yang
lebih tangguh dan mandiri secara pangan.



